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BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR ~ TAHUN 2012

TENTANG

PENJABARANTUGAS Pl)l(OK DAN FUNGSI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSrB-ANYUASIN

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2011 tentang pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten MusiBanyuasin, maka untuk tertib
pefaksanaannya perfu disusun Penjabaran lugas f5okok dim
Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Musi Banyuasin;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, per1umenetapkan peraturan Bupati tentang Penjabaran
Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan. Bencana.
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun .1959tentangPembentukan
Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
lembaran NegaraRINomor 1821)

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara RI. Tahun.1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang' Keuangan.
Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir denganUndang-Undang nomor
12 Tahun 2008 tetang perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran RI
Nomor 4844);



)

6. Undang-Undang Nemer 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 2004 Nemer 126, Tambahan Lembaran
Negara RI Nemer 4438);

7. Undang-Undang Nemer 24 Tahun 2007 tentang
. Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara RI Tahun 2007
Nemer 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nemer 4723);

8. Undang-Undang Nemer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun
2011 Nemer 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nemer 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nemer 58 Tahun 2005 tentang
. Pengelelaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun
2005 Nemer 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nemer 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nemer 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Previnsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Keta (Lembaran
Negara RI Tahun 2007 Nemer 82, Tambahan Lembaran Negara
RI Nemer 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nemer 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
~erangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nemer 89,
Tambahan Lembaran Negara RI Nemer 4741);

12. Peraturan Pemerintah Nemer 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
RI Tahun 2008 Nemer 42, Tambahan Lembaran Negara RI
Nemer 4828);

13. Peraturan Pemerintah Nemer 22 Tahun 2008 tentang
Penandaan dan Pengelelaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara RI Tahun 2008 Nemer 43, Tambahan Lembaran Negara
RI Nemer 4829);

14. Peraturan Pemerintah Nemer 23 Tahun 2008 tenatng Peran
serta Lembaga Intemasienal dan Lembaga Asing Nen
Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
RI Tahun 2008 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nemer
4830);

15. Peraturan Presiden Nemer 8 Tahun 2008 tentang Badan
Nasienal Penanggulangan Bencana.

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nemer 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nemer 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara
RI Tahun 2010 Nemer 537);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 46 Tahun 2008 tentang
Pedeman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 53 Tahun 2011 tentang
Preduk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nemer
694);



Menetapkan

19. Peraturan DaerahKabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan
Pememtah Kabupaten Musi Banyuasn (Lembaran Daerah
KabupatenMusiBanyuasin Tahun 2008Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG PENJABARAN
TUGAS POKOKDAN 1'UNGSIBADANPENANGGULANGANBENCANA
DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BASI

KETETUAN UMUM

-Pasal-1

Dalam peraturan Supati ini yang dimaksud dengan

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.

2. Bupati adalah Supati Kabupaten Musi Banyuasin

3. -Pemerintah-Kabupatenadalah -PerangkatDaerah -KabupatenMulli -6anyuallin.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan

Penaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

-6. -K-epalaHadan -Penanggulangan -Bencana -Daerahyang -selanjutnya -disebut -K-epala

Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Benoana Daerah Kabupaten Musi

Sanyuasin.

7. Unsur Pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Unsur

Pelaksanaan Hadan Penanggulangan -Benoana-Daerah-KabupatenMusi -Banyuasin.

8. Kepala Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Benoana Daerah yang selanjutnya

disebut Kepala Pelaksana SPBD adalah Kepala Unsur Pelaksana Badan

Penanggulangan Bencana Kabupaten Musi Banyuasin.

9. Jabatan Fungsionafadalahkedudukan yangmenunjukantugas,tanggung jawab,

wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam

pelaksanaan tugasnya didasarl<.anpada I<.eahliandan/atau I<.eterampilantertentu serta

bersifat mandiri.

-SAB11

ESSELONNERING,TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR PELAKSANA

-Sagian Pertama

-Pasal2

(1) Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten MusiBanyuasin adalah Jabatan Esselon II b.

(2) Kepala Sekretariat adalah Jabatan Esseton ttl b.

(3) Kepala Bidang adaIah Jabatan Esselon III b.



(4) Kepala SlJl:lB!!gian d!!n KElP!llaSeksi a<l!llahJabatan EsselQJlIV a,

Pasal3

Kepala Pelaksana SPSD mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan

penanggulangan bencanasecara terpac:jJJ_dElngall prinsip .kaordinasi;integrasi; sinkronisasi;

simplikasi dan keamanan.

Pasal4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Pelaksana SPSD

mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program penanggulangan bencana daerah;

b. Penyelenggaraan pelaksanaan penanggulangan bencana;

c. Pelaksanaan koordinasi penanggulangan bencana;

d. Pelaksanaan administrasi penanggulangan bencana;

e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana;

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan seusai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

P~s.al5.

Sekretariat mempunyai tug as membantu pelayanan administrasi kepada semua unsur SPSD

da.n peflyusu.na_n rencana. kerja. Bj'BD mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan

pengendalian terhadap program administrasi dan sumber daya serta kerjasama.

Pasal6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 4, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasian, sinkronisasidan integrita~di lingkung!ln SPBP;

b. Pengkoordinasian, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis BPBD;

e., Pembin<;l<;ln dan pelaY<;ln<;ln <;Idministra.si ketataus<;lh<;l<;ln; hukloJ.m; d!ln peratura_n

perundang-undangan, organisasi, tatalaksana kepegawaian, keuangan, persandian,

perlengkapan dan rumah taflgga BPBD;

d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah SPBD;

e. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BPSD;

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan seusai degan tugas dan fungsinya.

Pasal7

(1) Subbagian Perencanaan dan program mempunyai tugas :

<;Ii MenYl!s.un kegi!lt!'\n t!'\hlJnan; mengikuti peJ!lks.!In!l!ln d!ln mElnget!lhl!i kElgi!ltan

tersebut;

b. Menyiapkan. data base untuk pembangunan peflanggulangan bencana dan

pengembangan sistemnya;



c.. Membv<l1laporan~egi••lan 6P6P sectaPengendalianprogram;

d. Membanlu menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan program ke~a anggaran ;

~, M~IC!k!!C!nC!kC!n~~giC!lC!n<ll<y.nlC!Qilitc!!!QC!np~IC!PQrC!np~IC!I<!!C!nC!nprQgrc!111I<~~C!

anggaran;

f; M~I~k~~n~k.;mtl!g~s l~il1 yal1g dit:)f~rik~nQI~h ~l<:l~.~n~~~l!<:Iic1~nglll1l",g~~ cI.~n

fungsinya.

(2) S.ubbagianKe.uanganmempunyai tugas :
a. Menghimpun dala dan menyiapkan bahan kebuluhan dalam rangka penyusunan

aDggaran~euangaD;
b. Melaksanakan lugas-lugas kelalausahaanladmiislrasi di bidang keuangan ;

Ci; M~ng~IQIC!C!nggllr@nk~y.llngiln l~rrn@!!'!1<p~ml:lC!Yilrllng@jicl!!n. hC!k~hC!1<l!!innYC!;

d. Melaksanakan penyusunan laporan perlanggung jawaban alas pengelolaan

k~uanglln i.

e. Mengurus adminislrasi pe~alanan dinas dan lugas keprolokolan serla hukum dan

kehumasan;
f. Melaksanakan laporan pelaksanaan lugas dan lujuan subbagian keuangan;

g. Melaksanakan lugas lain )lang diberikan oleh alasan sesuai dengan lugas dan

fugsinya;

(3) Subbgian Umum dan Kepegawaian mempunyai lugas. :
a. Melaksanakan pemeliharaan gedung kanlor, ruangan kerja, invenlaris kanlor dan

~raJiltilD dan Perlengk!JP~mk.a.nlorl!Jinnya;
b. Melaksanakan lugas-lugas rumah langga dan umum yang melipuli pengadaan

QC!rC!ng;p~r@IIVC!Iil.ng~cll;lng,inl!~nt@ri!!p~rill@tl:ln(jan Perl~ngl<@PC!nl<!!nl.Qr;

c. Melaksanakan lugas-lugas di bidang keamanan dan kebersihan ruangan dan

lillgklJnglln k~.nt~rcI.~n~~ancli~~11 i
d. Mengelola urusan sural menyural, pengelikan, pengadaan dan kearsipan;

e. Menyusun rencana kebuluhan. peng.adaandan pengelolaan invenlaris perlengkapan

kanlor dan pengelolaan penghapusan barang dengan kegialan pemeliharaan,

pengujian dan pemasukan serla pelapoan logislik dan peralalan penanggulangan

bencana agar keamanan dan kelerliban telap le~amin.

f. Melaksanakan kell.iatantata usaha kepeQ.awaian;
g. Mengupayakan pengembangan karier, kesejahleraan dan disiplin pegawai;

h. Melaksanakan lu~as lain yang diberikan oleh alasan sesuai den\lan lu,!as dan

fungsinya.

a.agiao Katlga

Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan

P~~llIQ

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai lugas mengkoordinasikan dan



mela_~sanakanke.bija~anU.ll1_U.ll1_ dj I;>idangpen<lnggulanganb_en~na_p_adaPfaben~n<l serta.

pemberdayaan masyarakat

Pas.al 9.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Bidang Pencegahan dan

K_8siapsiagaanmempunyai fungs! :
a. Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana

~f!rt~ RemQf!rcl~y~a.nm~~Yar~~.~t;
b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan

~n~na RaclaRraQ~nCana~ert~.~111~~rclayaan111~~Yaral<at;
c. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana dan prabencana serta

pemberdayaan masyarakat ;

d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksananaan kebijakan umum

di bidang penanggulangan bencana dan prabencana serta pemberdayaan masyarakat ;

e. Pelaksanaan program strategi operasional penanggulangan bencana ;

f. Pelaksanaan penyusunan kriteria dan prosedur serta pembinaan masyarakat

prabencana;

g. Pelaksanaan rencana jan!;!ka panjang, menengah, pendek dan merumuskan kebijakan

teknis dan strategi dalam pengembangan prabencana terhadap daerah rawan bencana ;

h. Pelaksanaan tugas lain yan~ diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fun~sinya.

Pasal10

(1) Seksi Pencegahan mempunyai tugas :

a. Menyusun peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana

pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat ;

b. Membuat peta rawan bencana dan pemerataan masalah;

c. Membuat pedomanlstandarlprosedur pencegahan bencana;

d. Membuat brosur/leafletlposter terkart penanggulangan bencana pada prabencana

serta pemberdayaan masyarakat ;

e. Meneliti/mengkaji karakteristik bencana;

f. Mengkajifmeganalisa resiko bencana;

g. Mengintemalisasi dalam muatan lokal pendidikan;

h. Membentuk organisasi atau satuan gugus tugas bencana;

i. Memperkuat unit-unit sosial dalam masyarakat, seperti forum;

j. Mengurus dan mengutamakan penanggulangan bencana dalam perencanaan

pembangunan;
k. Membuat dan menempatkan tanda-tanda peringatan, bahaya, larangan memasuki

daerah rawan bencana tersebut;
1. Mengawasi terhadap pelaksanaan berbagai peraturan tentang penataan ruang, izin

Mendirikan Banguanan (1MB)dan peraturan lain yang berkartan dengan pencegahan

bencana;
m. Mengadakan pelatihan dasar kebencanaan bagi aparat dan masyarakat;



n. M~min~al:ll<an p~ndu~uk dari da~ra/1 ~ang raw.an benGana ke. daera/1 ~ang

b~rkaitan d~ngan p~ncegahan b~ncana;

Q; Me.ngl!Ql!k<!.nRe.nYl:l.ll;[h<!.nQ<!.nReningkl!tl!n ke.w.l!5.R<!.Ql!<!.nmllcs.~<!.rl!kl!t;
p. M~mbuat perencanaan daerah penampungan sementara dan jalur-jalur evakuasi

jik~t~rj<!.c!iQEm~n<!.;
q. Membuat bangunan struktual yang berfungsi untuk mencegah, mengamankan dan

mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana seperti tanggul, dam;
- - - -- - -.

penanganan erosi sungai, bangunan tahan gempa dan sejenisnya~

r. Melaksanakan koordinasi dalam bidang pencegahan bencana;

s. Melaksanakan evaluasi dan analisa pencegahan bencana;

t. Melaksanakan bimbing.andan pengendalian dalam keg.iatanpenceg.ahan bencana;

u. Menyusun rencana umum dalam bidang pencegahan;

v. Melaksanakan tUl!as lain ~ang_diberikan oleh atasan sesuai denl!an tUl!as dan

fungsinya.

Pl!.l!l!.I. 1.1.

(2). Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas :

a, lI('I~ng<!.ldifkanP<!S.-PO.S.s.i<!.g<!.b.El.nl<<!.Il~<:!~ng<!.ns.eg~n<!.p'l;Ill5.urp.El.n<llJklJngnya;

b. Melaksanakan pengoperasian dan pengendalian unit penanggulangan bahaya

kebakaran;

c. Melaksanakan pengoperasian, pengendalian unit penanggulangan bencana alam

yang disebabkan oleh faktor alam, kelalaian manusia dan kegagalan teknologi;

d. Mengadakan pelatihan siagalsimulasi/gladilteknis bagi setiap sektor

penanggulang.an bencana (SAR, sosial, kesehatan, prasarana dan pekerjaan

umum);

e. Menl!inventarisasi sumber da~a pendukunl! kedaruralan;

f. Menyiapkan dukungan dan mobilisasi sumber daya/logistik.

g. Menyiapkan sistem informasi dan komunikasi .yang cepat dan terpadu guna

mendukung tugas kebencanaan;
h. Menyiapkan dan memasang instrument sistem peringatan dini (EarlyWarning);

i. Menyusun rencana kontijensi (contingency plan);

j. Memobilisasi sumberdaya (personil dan prasarana/sarana peralatan);

k. Melaksanakan koordinasi dalam bidang kesiapsiagaan;

I.. Melaksanakan evaluasi dan analisis kesiapsiagaan;

m. Melaksanakan bimbingan dan pengendalian dalam kegiatan kesiapsiagaan

bencana;

n. Menyusun rencana umum dalam bidang kesiapsiagaan;

o. Melasksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.



Ql[IjJil[ll1. K~.~.rnpal
Bidang Kedaruratan dan Logislik

Pasal12.

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan

keb.ija.kiilDurnum di bi(!ang penangguJa.ngiilnb.filJJC<lnapada sl1atterja(!inya.b(!nGI1.niil.

Pl!l!l!J 1.~
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Bidang Kedaruratan

cll!n L:.ogil!tikm~mllynYl!i fyngsi ;
a. Penyusunan rencana kegiatan tanggap darurat, pemantauan bencana penanganan

pengungsian, penyediaan logistik bantuan dan peralatan penanggulang,an bencana di

dalam dan di luar Kabupaten Musi Banyuasin;

b. Pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan keg,iatan tang9a" darurat, bantuan penanganan

pengungsi, pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan pengungsi;

c. Pelaksanaan evaluasi, analisis dan laporan keg.iatan tangg.ap darurat" penanganan

pengungsi, pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan pengungsi;

d. Perencanaan, pelaksanaan bimbinQan dan pengendalian kegiatan tan!jgap darurat,

penanganan pengungsi dan manajemen logistik;

e. Pemobilisasian Satuan Tugas Reaksi Cepat ( STRC) penanQgulanQanbencana, satuan

tugas pelayanan kesehatan penanggulangan bencana dan satuan tugas komunitas

penanggulangan bencana;
f. Pembentukan dan pengoptimalisasian pelaksanaan pusat pengendalian operasi

(Pusdafops) penanggufangan bencana;
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

P,!sa1.14

(1) Seksi Tanggap Darurat mempunyai tugas:

a.,. M~nYl!l!lIn rl;ln~l!nl! I<~gil!tl!nl.l!1199l!1ld.al\lfl!l.R<;i.c1.l!R~nl!nggull!.ngl!.n~~nQl!.nl!;
b. Melaksanakan koordinasi, pelaksanaan kegiatan bantuan tanggap darurat,

~ny~lllrnlltlln, ~,!akuasi; p~rn~nuhlln l<ebutljh.alJ.cl.ll.l!arclan perlint1lJngank()rban

bencana;
c. Melaksanakan evaluasi; analisis dan laporan kegiatan tanggap darurat bencana dan

evakuasi;
d. Merencanakan, melaksanakan bimbingan dan pengendalian kegiatan tanggap

darurat;
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tUgasdan fungsinya;.

Pasal15

(2). Seksi Logistik mempunyai tugas :
a. Menrusun rencana keQiatan penan\lanan penQungsi, penrediaan bantuan IOllistik

dan peralatan penanggulangan bencana baik di dalam maupun di luar wilayah

Kabupaten Musi Banyuasin;



p. Me.la.ks.a.n.akan.koordinasi, pelaksanaan. kegiatan P.a.ntuan.penanganan p.engungsi,

logistik bantuan dan peralatan penanggulangan bencana;

G. ME1lal<lianal<anE1vaIYa.lii;analiliili dan laRQran 1<.E1giatanRE1nanganan RE1ngynglii,

logistik bantuan dan peralatan penanggulangan bencana;

d; M~r~nC<;1nal<an,m~lak~anal<a.n. I;!irnl;!ingan <!a.n~ng~ndalian k~giat.an R~nanganan

pengungsi dan manajemen logistik;

e. Melaksanakan t.uga~ lain yang dibE!rikan oleh ata~an se~uai dengan tugas dan

fungsinya;

E;!.aglall. K~lima
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

l'a$al16
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan

rn~laksanal<.aJJ I<~bijakan urnUrn dJ bJ.d.a.ngr~ha.t>.i1itasJ.d.an re.I<O!)Slrukli.iP.alica terjadinya

bencana.

1'a.$a.117
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, Bidang Rehabilitasi dan

R~kQnl?trt!klii rn~rnp'l;Il:lyaifu.ng~J:.

a. Perumusan kebijakan umum dibidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasea terjadinya

l;!~nC<;1Jla.d.a.nR~nangana.n l1~ngllng~i;

b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang Rehabilitasi dan

Rekonstruksi pasca t!'lrjadinya bencana dan PE!nanganan PE!ngungsi;

e. Pengomandoan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasea terjadinya beneana;

d. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasea terjadinya
" . - .

bencana dan penanganan pengungsi;

e. Pemantauan, evaluasi dan analisis tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang

rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya beneana dan penanganan pengungsi;

f. Peraksanaan tugas lain ¥anQ diberikan oleh atasan sesuai den!}an tUQas dan funQsin¥a.

Pasal18

(1). Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas:

a. Menyiapkan dan meneriti bahan rumusan kebijakan umum rehabilitasi pasea

terjadinya beneana;

b. Melakukan koordinasi vertikal, horizontal lintas seldor, kerjasama intemasional dan

organisasi non pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan umum rehabilitasi pasca

terjadinya bencana;

e. Melakukan sosialisasi dan sikronisasi program/keg1atan rehabilitaSi pasca terjadinya

bencana;



d. Mengkoordinasikan p.elll.kllanaanrehabilitasi lingkungan benCllna.d.a.erah,perbajkan

prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat,

Qemt!lihll.n kQnfHk;Qemt!lihll.n l?Ql!ill.1ekQnQmi Imc!ll.Yll.,Qemt!lihll.n kell.mll.nll.nc!ll.n

ketertiban, pemulihan fungsi pemerintah dan pemulihan fungsi pelayanan publik;

~'IIII~I~k,,!k~n in\l~nt~ril!.~l!.i c:l~n i<jentifik~l!.i ktel\ll!.~k~nlktel\lgi~11~~l!.ql!. t~~~<jiny~

beneana;
f. Melakukan hubung~n kerja dengan instansi terkait pelaksanaan rehabilitasi pasea

terjadinya beneana;

g: Melakukan pemantauanlmonitoring, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan

kebijakan umum, program dan kegiatan pelaksanaan rehabilitasi seeara tidak

periodik pasea te~adin}'a beneana;

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fun~sin}'a.

Pasa.19

(2) Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas :

a. Menyiapkan dan meneliti bahan rumusan kebijakan umum rekonstruksi pasea

beneana dan penanganan pengungsi;
b. Melakukan koordinasi vertikal, horizontal lintas sektor, kerjasama intemasional,

organisasi non pemerintah dan instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan

kebijakan umum rekonstruksi terjadinya pasea beneana dan penanganan

pengungsi;
e. Melakukan sosialisasi dan sinkronisasi programlkegiatan rekonstruksi pasea

te~adinya beneana;
d. Mengkoordinir pelaksanaan rekonstruksi pembangunan sarana prasaranan fisik

dan non fisik seeara permanen yang komprehensif dan terkoordinasi pasea

terjadinya beneana dan penanganan pengungsi;

e. Melakukan estimasi pembiayaan pembangunan fisik dan non fisik pelaksanaan

rekonstruksi pasea terjadinya beneana penanganan pengungsi;

f.' Melakukan hubungan k.e~a dengan instansi terkait dalam penanganan dan

pelaksanaan rekonstruksi pasea te~adjnya beneana dan penanganan pengungsi;

g. Melakukan pemantauanlmonitoring evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan

kebijakan umum, program dan kegiatan pelaksanaan rekonstruksi seeara periodik

pasea te~adinya bencana dan penanganan'pengun'gsi;

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

~.A.I;J III
KETENTUAN PENUTUP

Pl!ll.l!1 ~Q

Hal-hal yang belum eukup diatur dalam Peraturan Supati ini, sepanjang mengenai

1!~I~kll.l!nll.ll.nI1Yl!ak.ll.nc!it~tll.Qkll.n1~l:!ihIll.nj"!tQI~hE!t!I!l!tj,



, .

P<I$.aJ21
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu

Pada tanggal Uj ~u[;i2{)rz-- .

/1J! .UPAnMUS'aANYU;"!.

Diundangkan di Sekayu

Pada tanggal '-4 ~li 2012

Pit S.EKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MUSI BANYUASIN, ttL
~2a/

Drs. H. YULIANSYAH, MM.

B.ERITA OAERAH KAB.UPATE:N MUS! BANYUASIN

TAHUN 2012 NOMOR 0'f~\
J •••• 'J
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